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ABSTRAK

Jual beli adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikat
dirinya untuk menyerahkan hak milik atas suatu barang dan pihak lain untuk
membayar harga yang diperjanjikan. ULUPA tidak memberikan penjelasan apa
yang dimaksud dengan jual beli namun demikian jual beh tanah harus diartikan
sebagar suate perbuatan hukum yang berupa penyerahan hak milik (penyerahan
tanah untuk selama-lamanya) oleh penjual kepada pembeli, vang pada saat ttu
juga menyerahkan harpanya kepada penjual, Masyarakat Minang tidak mengenal
kata jual untuk pusako tinggi namun dalam kenyatsannya pusako tinggi itu tetap
diperjual belikan dengan alasan-alasan tertentu. Dalam penjualan pusako tinggi ini
dilalui dengan birokrasi yang panjang mulai dan musyvawarah mufakat dalam
kaum tersebut untuk membuat surat pernyataan kaum yang ditandatangani oleh
seluruh angeota kaum sampai pembuatan akia joal beli di PPAT.

Berkaitan hal terscbut, adapun ruang lingkup permasalahan dalam
penulisan karya ilmiah ini adalah bagaimana pelaksanaan jual beli tanah pusako
tinggi di kecamatan Koto Tangah dan kendala-kendala apa yang ditemui dalam
pelaksanaan jual beli tersebut.

Penulisan imi menggunakan metode pendekatan yundis sosiologis dan
untuk mendapatkan data yang sesuai dengan pelaksanaan tersebut diatas penulis
menggunakan dua sumber data yaitu data primer dan data sekunder, sedangkan
at penpumpnl data vang dipemakan adatab stodi dokomen dan waamaneam
Setelah data primer dan data sekunder diperolch selanjutnya adalah menganalisa,
metode analisa yang dipakai adalah metode kualitatif

Sebapai akhir dari penulisan i maka ditariklah suatu kesimpulan bahwa
pelaksdnaan jual beh tanah pusako tingg di kecamatan Koto Tangah pada
prinsipnya didasarkan atas kesepakatan kaum yang hersangkutan. Sclam
melakukan jual beli dihadapan PPAT masih hanyak masyarakat yang melakukan
jual beli dibawah tanpan. Dalam pelaksanaan jual beli tanah pusako tingg juga
ditemui kendala-kendala antara lain apabila ada seorang anggota kaum yang tidak
menyetujui jual beli tersebut maka pelaksanaan jual beli tidak dapat dilakukan.
Tidak jarang juga dalam pelaksanaan jual beli tanah pusako tinggt im
menimbulkan sengketa atau persclisthan diantara angeota kaum
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PELAKSANAAN JUA L BELI TANAH PUSA KO TINGGI

(STUDI D1 KECAMATAN KOTO TANGAN KOTA PADANG)

L1. Latar Belakang

Hubunpan  manusiz dengan  tangh sfgat cral, sehingpa dirgsakan
nempanyval pertalizn vang berakar dalam alam Pikirannya Fal ing dapat dimengerti
dam thpalami, karena tanah merupakan lempal tinggal, tempat  pembers makan,
tempat mercka dilahiskan lempat 1a dimakarkan, empat arvwah lefubornya, Maka
selalu ada pasanean anrr manusia dengan tanah, antars masyarakal dengan tanal,

D1 Sumatera Barat (Minangkaba) sebaglan tanah vang ada merupakan tanzh
adal. Tanah pada Pengurusannya hargslah berfungsi sosial dan mempunyar geag
kekeluargaan, Tanaly Adat dipergunakan ik kepentingan kaummys Tanali adai
daheddunya diperoleh dengan cama penonjukan darg nemek movang karena reolah
lamanva  mereky memkmati dan mengelah anah tersebut iy dipercleh  dari
pemberian karena sesyaty yvimg telah dilakykan Ing semwanya diperoleh tanpa sors
menvural ataw secara fertulis, hanya dengan mengatabni batas-batas secarg alami
deagan fanall milik arang lain. Kepastian hak aiae tanah adat vang herlaky serara
Turin-temurun berpepang pada ranf (silsilgh keturman) suaty kaum Ranji akan
desampaikan oleh  mamak kepada  kemenakan yang dianggap berperan Sebapar

PN suan kanm.



Pada 1angeal 24 september 1960, telah diundangkan dan mufar kerlaky
'“[,fnd:mg-undang Nos tahnn 1B60, tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Aprarniy™
dimuat dalam Lembaran Megara No. 104 1ahyp 1960 yang selanjutnya disingka
menjadi Un:img-und&ng Pokok Apraria (LLULP.AY I_Ind:mg-um!ang Yang sangat
penting ini telah merombak hukum aLrana yvang lama dengan meletakkan dasar-dasar
Hukum Agraria Nasional ULIPA ini membuyay ketenman-ketentoan baru sccarg
pokak-pokok dan sckaligus mencaby beberapa peranyran perundangan vang Hdalk
sestal dengan jiwa citg-ciig bangsa Indonesia i alym kemerdekaan, Dengan adanya
UUPA ini, maks hitanglah “dualisme™ dan terciptalah suaty Kesatuan  hukum
fumiikasi) dibedang Hukym, Agraria di negarg kitg,

Pasal 5 LILTPA menyebutkan bahwa hukym agrana vang berlaka atas by,
AN dan ruane angkasa ialah hukon adad, sepanjang gl henentangan denpmn
sosializme Indonesia sera denpan PeTRLUTAN-parat iran Yang fereantarm dalam U7pa
dan dengan peraturan perundan gan Jainnwa, sepala sesyan; dengan mengindalikan
HHsur-umsur vang bersandar pada hukum aama. Dengan demikian LILIPA telql
meleiakkan dasar pokok p-::]'unr.faug-uudangau BETACA nasional vang Daru yakai
balwa hukum adar adalih huknm vang berlaku intuk hak-hak alas tmah sepanjany:
hukuim adat tersehat 1idqk bertentangan dengan kepentingan nasional dan e garg yang
berdasarkan atas persatuan bangsa, sosialisme ladenesia, ketentuan-ketenng dalam
LILUPA, Perlaluran-peraturan lainnva di bidang aprarig dengan unsur-unsur hukn

Agama,
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Menurut Pasal 19 UUPA dan PP No 24 Tahun 1997 semua tamah haros
didaliarkan tidak lerkecuali tanah adat hares didafrarkan untuk mendapal kepastian
hukum hak atas tansh yang dimniliki, schmeea pemiliknya merasa aman memiliki
tanah fersebut denpan dibenkannya sertifikar tanah, Menurul sistim negalif yang
thianut UUPA sepala apa vang fercantum dalam sertifikat tanah adalah benar sAMpal
dapat dibukikan keadaan vang schaliknya (lidak benar) di muks sidang Pengadilan
Megeri. Undang-undang Pokok Agraria kemudian menjabarkan lebih anjul tentang
sistern negalif” ini sebagaimam tercermin dalam Pasal 19 ayal 2 hurut © vang telah
menggaskan bahwa surat-sorat fanda buke hak vanp diberikan ite berlzku sebapan alal
pembuktian vang kuat.

Fata “kuat” dalam hobungannya dengan sistem negatif adalall berarti “tidak
mutlak™ vang berarti bahwa scrifikat tansh fersebut masih mungkin digugurkan
sepanjang ada pembuktian sebaliknya vang menvatakan ketidak absahan sertilikal
tamah tersebut Dengan demikian sertifikat tmah bukankabh satu-satunya surat bukii
pemegany hak atas tanah antars lain zegel tanah (surat bukt jeal beli tanah adat ata
Surat Keteranpan Hak Milik Adaty”’

Dialam hukum adat, pemindahan lak atas tanah serentak lerjadi begitu uang
pembayaran harga tanah diserahkan pembel kepada penjual. Kendatipun demikian

zegel tanah menurot wkum adalah berntlai hokom sebagai surat bukti pemilikan atas

' Bachtiar Elfendie, SH, Pendafre Teneh D8 fndonesio dan Peratran-Foraiivan
Pelakyanaannya, Penerbit Alumni, Bandung, 1993, Hal 77



tanah adat iry didaftarkan hakitya pung memperoleh sertifikat gma yang berlaky
sebagal alat pen buktian van £ kuat terhadap Pemegang hak atas tanah

Dengan terbithva sertipikat anah atas tanab-rang), milik aday, disamping
Membawa kepastian hukym tethadap pemegang halk 2as fangh-tanab milik adag
{merubah statusnya menjadi - hak mi)ik dalam LTIPA), fuga demi kelancaran laly
fimtas hukum dag derap  maju pembanpunan  dewsey i1, dimana seliap orang
menghendaki kepastiag lentany sexrala soal

Misaliva saja dalam hal fual beli tanah dengan status milik adal, disim
lesttunya  Pejabat  Pembugt Akta Tanah  (Nogaris dan Camaty tidaklah akan
membieatkan gkt Tanabnva  apahily tanah tersebut helum dihuknkan (Scperdi
diketabing tanab-tanal, dengan status hak milik adal belumlah ady sertifikat tanahnva),
Selclah debukukan/didafiarkan haknva vang kemundian diterbithan sertifilag tanalnya,
maka baratah Pejabat Pembuar Akea Tanah membuarkan Akt Tanah dan selanjutoya
dilakukan balik nams Kantor Agraria setempat. Selama tanah tanal 3da iz belum
di daftarkan haknya maka selama it pula terjadi kekurang lancaran laly liestaas hukum
Jual beli tanah,

Dalam masyarakat Minangkaban, pada dasamya ketentuan |k alas tanah
ditegaskan dalam ipwa adat vang menvebu - Uwaealt nan hapiriang, sarvak nan
Beebiritaiad THMEPUIR e Sabatans aiah Ay maksudiva sawah vang degarap ity
stedah ditentukan piringmva dan setiap piring dilatas dengan petlang sedangkan
Pk sudah ditentukan bintalaknya | batasnva) seperti dengan bar, kavu dan lzin-

lain, Hal ini menandakan bahwa hak mas tanah ditetukan oleh zlam yang bersifat
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HASTL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1, Deskripsi lokasi penelitian

Kecamatan Koo Tangah ferletak 07 - 58 Lintang Sclatan dan 217 - |1°
Bujur Timur, Kecamatan ini pada bagian Utara berbalasan dengan Kabupaten Padang
Paraman, pads bagian Selatn dengan Kecamatan Padang Utara dan Kecamatan
Nanggale, pada bagian Timur berbatasan dengan Kabupaten Solok dan di bagian
Haral berbatasan denpan Samudera Indonesia. Luas daerahnya 23225 Km. Daerah
Recamatan Kolo Tangah i terdiri atas dataran rendah dan dataran tinggl dengan
Retinpgpian antara 2 M — 25 M dlintas permukaan fant yang mempunyai iklim ITapis.
Becamatan Koto Tangah mempunyai tiga buah sungai vaile Sunga Balang Lapan,
Sungai Batany Kandih dan Sungai Batang Tarung

Penduduk di Kecamatan Koto Tangah pada eabun 2006 berjmnlah 135.196
Jiwa. Dikecamatan Koto Tangah tordici atas 469 Rukun Tetangpa, 117 Rokun Warga,
Kecamatan Kote Tangah membawahi 13 Kelurahan sebapal berikut -

1. Kelurahan Balai Gadang,

p-d

- Kelurahan Lubuk Mintarm

3. Keluraban Adr Pacatks

#=

Kelurahas Dadok Tungen] Hitam

|

Feluraban Koto Panjang Tkua Koo
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KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 Kesimpulan
Berdasarkan wraian mengenai pelaksanaan jual beli tanah pusako tlingei
dhatas maka dapal ditarik kesimpulan baliw -
I Pelaksanaan pual beli ranah pusiako tmegg vang dilakukan masvarakat Koto
Tangah dilakukan dengan 3 caa
a Tual beli tanah vang dilakukan dihadapan Camat Koto Tanpah sebapa
FEAT.
b Jial beli tanah vane dilakokan dibadapan PPAT vang sckaligus MNotars
ving daerah kerjanva meliputt wilayah kolz Padang.
. Jual beli tanal: yang dilakukan dibawah tangan,
Pelaksanzan pial beli tansh pusake tingel pada dasamva dapat dilakwkan
apabila seluruh anggota kaum sepakat atan menverujui jual beli ferschut
lika ada salsh seorang anggola kavm tidak menvetjui maka jual beli tanah
pusako tidak dapat difakukan,
* Kendala-kendala vang tanbal schubungan denpan jual beli tanah pusakao
tinggl dan upays penvelesamnnya adalah
A, sulitmyva memperaleh kata sepakat dalam kKamn tersehut merupakan salab

satu faklor penyebab kenapa dalam kaum tergadi sengheta dalam penjual
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